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PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai
pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum

(Bawaslu) dalam penegakan hukum Pemilu, maka dapat

ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi Bawaslu dalam penegakan hukum
Pemilu telah dilaksanakan melalui fungsi pengawasan,
pencegahan, dan penindakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan. Ketiga fungsi tersebut
saling mendukung dalam mewujudkan penegakan hukum
Pemilu yang efektif melalui pengawasan terhadap setiap
tahapan Pemilu, upaya pencegahan potensi pelanggaran,
serta penanganan terhadap setiap temuan dan laporan
pelanggaran sesuai dengan prosedur yang berlaku.

2. Dalam perspektif figh siyasah, pelaksanaan fungsi Bawaslu
telah sesuai dengan prinsip Hisbah, Maslahah, dan Al-"Adl.
Fungsi pengawasan mencerminkan konsep Hisbah, fungsi
pencegahan sejalan dengan prinsip Maslahah, sedangkan
fungsi penindakan mencerminkan prinsip Al-“Adl atau
keadilan. Hal tersebut juga tercermin dalam Al-Qur’an surah

An-Nisa Ayat 58 yang membahas tentang kewajiban
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menunaikan amanah kepada yang berhak dan perintah
untuk berlaku adil saat menetapkan hokum atau
memutuskan perkara. Ayat ini juga menegaskan bahwa
Allah adalah sebaik-baik pemberi pengajaran.

Dengan demikian, pelaksanaan fungsi Bawaslu tidak

hanya memiliki legitimasi dalam hukum positif, tetapi juga

selaras dengan nilai-nilai ketatanegaraan Islam yang

menekankan keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab

dalam penyelenggaraan pemerintahan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka

penulis memberikan beberapa saran, sebagai berikut :

T,

Kepada Badan Pengawas Pemilihan umum (Bawaslu)
Bengkulu Tengah, diharapkan dapat terus meningkatkan
kualitas pengawasan dengan memperkuat kapasitas
sumber daya manusia serta memperluas jangkauan
pengawasan hingga ke tingkat yang paling bawah. Hal ini
penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan dapat
diawasi secara maksimal dan potensi pelanggaran dapat
diminimalisir.

Bawaslu diharapkan dapat mempertahankan dan
meningkatkan upaya pencegahan melalui sosialisasi yang
lebih masif dan inovatif, khususnya dalam memberikan

edukasi kepada masyarakat terkait bahaya pelanggaran
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Pemilu seperti politik uang. Pendekatan yang lebih kreatif
dan adaptif diharapkan mampu menjangkau seluruh
lapisan masyarakat secara lebih efektif

Dalam hal penindakan, Bawaslu diharapkan dapat terus
menjaga profesionalitas dan independensi dalam
menangani setiap pelangaran Pemilu. Sehingga penegakan
hukum dapat berjalan secara adil, transparan dan
akuntabel. Hal ini penting untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengawas
Pemilu.

Kepada masyarakat Bengkulu Tengah Kkhususnya,
diharapkan dapat berperan aktif dalam mengawal jalannya
Pemilu dengan meningkatkan kesadaran hukum serta
tidak ragu untuk melaporkan setiap dugaan pelanggaran
yang terjadi. Partisipasi masyarakat merupakan elemen

penting dalam menciptakan Pemilu yang jujur dan adil.
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